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BAB I

PEI{DAHULUAT{

A. Latar Belakang

Pemberian fasilitas penanarnan modal diatur dalam Undang- undang No,

25 Tahun 2AAT tentang Penaraman Modal dan peraturannya" Fasilitas
penanafiran modal dapat berupa fasilitas fiskal dan noll fiskal dan
kemudahan lainnya di bidang penanamal modal yang dapat dikategorikan
menjadi dua yaitu segala bentuk insentif dibidang fiskal dan nsn fiska1 serta
kemudahan di bidang petlanaman modal.

Disamping pemh'erian insentif ata.u fasilitas fiskal, pemerintah
menyediakan fasilitas non fiskal berupa pemberian layanan rekomendasi
keimigrasian trerupa rekornendasi alih status izin tinggal bagi penallam
modal.

$ejak tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka telah
memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 dan diundangkan
pada pada tanggal 3O Oktober 2010 sehagai Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Kabupaten Bangka.

Namun dengan seiringnya waktu, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
tentang Pedornan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanarnan
Modal di Kabupaten Bangfua layak uatuk diiakukari sinlffonisasi dan
harmonisasi rnateri dikarenakan terjadi penyesuaian kondisiperkembangan
investasi dalam kurun waktu 14 {empat belas} tahun berlangsung iklim
investasi yang ada di Kabupaten Bangka.

Dengan adanya Perubahaa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor
3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemherian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten
Bangka, diharapkaa dapat menl'adi pedoman daiam Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas,
maka identifikasi permasalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
i. Perlunya pemutakhiran data dan sikronisasi terkait Peratura:e Daerah

Kabupaten Bangka Nemor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten
Bangka menjadi Feraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka.

2. Adanya permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanaman
modal dan pelayanan terpad.u satu pintu di Kabupaten Bangka.

3. Mengapa perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemr;dahan Perranaman Mr:dal di Kabupaten Bangka menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberia* Insentif dan
Kemudahan Investasi di Ka,bupaten Bangka.



Dinas Penanaman Modal, Felayanan Periainan Terpadu satu
Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah {DINFMP?KUKM}
Kabupaten Baagka adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten

Bangka yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan

urusan pemerintah di bidaag penanaman modal yang menjadi

kewenangan daerah. Seiring dengan fungsi daa kewenangannya

tersebut di dalam tugas membantu kepala daerah melaksanakan

urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan

perizinan terpadu satu pintu maka melalui PROMPSRDA Tahun

2A25, mengusulkan perubahan atas Peraturan Daera.h Nomor 3

Tahun 2O1O tentang Pedoman Pernberian Insentif dan Pernberian

Kemudahan Pena*aman Modal di Kabupaten Bangka menjadi
peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan

Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka.
Dalam perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

201.0 tentang Pedoraan Pemberian Iaseatif dan Pemberian

Kemudahan Penanarnan Modal di Kabupaten Bangla menjadi
peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan

Kemuclahan Investasi di Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud
adalah :

a. Jenis usaha atau kegiatan investasi yang memper*leh iasentif
danlata"u kemudahan;

b. Bentuk insentif danlatau kernudahan yang di berikan;
c. Jangka waktu dan pemberian insentif danlatau kemudahal

dalam melakukau investasi;
d. Kreteria pernberian insentif dan tata cara pemberian

kemudahan;
e. Pelaksaaaan evaluasi dan pelaporart atas pemberian insentif

danlatau kemudahan;
Berdasarkan kelompok unsur yarrg melatarbelakangi perubahan
Perda Nomor 3 Tahun 2010 Kabupaten Bangka adalah sebagai

berikut:
a. Rua.ng Lingkup ir:i meiiputi:

- jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif
dan/atau kemudahan;

- bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- jangka waktu dan kekuensi Pemberian insentif danlatau

Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi;
* kriteria Pemberian Insentif danlatau Pemberian Kemudahan;
- tata cara Pemberian Insentif danlatau Pemberian Kemudahan;

dan;
- evaluasi dan pelaporan Pemberian Inseatif dan/atau Pemberian

Kemudahan.
b. Prinsip

Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemud,ahan.
c" Jenis usaha yang dapat ruremperoleh iasentif dan kernudahan.

Bentuk insentif dan kernudaha:r yarrg di berika:r"
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d. Kreteria Pemberian Insenilf danfatau kernudahan Investasi
diberikan kepada srasyarakat dan/atau Investor 3'ang memenuhi
kriteria memberikan kontritrusi, menyerap tenaga kerja lokai serta
sebagian besar menggunakan sumberdaya loka1 daerah.

e. Tata cara Pemberian Insentif rlan kernudahan serta Dasar
Penilaian.

f. Hak, kewa.iiban dan tanggung jawab.
g. Laporan dan evaluasi.
h. Penutup

Berdasarkan kajian teoritis diatas perlu adanya perubahan
tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomar 3 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modat di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka tentang Pernberian Insentif dar:. Kemudahan
investa"si di Kabupaten Bangka sehingga akan memberikan ruang
investasi dan terpenuhinya pemberian insentif dan/atau pemberian
kemudahan investasi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip
kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabiiitas; dan
efektif serta efisien.

BAB III
LAIYDASAI{ TILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDTS

A. Landasan Filoeofis

Ketentuan dalam Undang-undaag l{omcr L2 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa
landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibent*k mempertimbangkan
pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana
kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumher dari
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan
Daerah hendaklah mencerrninkan cita-cita filosofis -yang d,ianut
masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks kehidupan bernega.ra,
pancasila sebagai falsafah harus tercermin dalam pertimbangan-
pertimbangan filosofis yang terkandung di da-lam Peraturan Daerah.

Landasan fiiosolis pembentukan DINPMPZKUKM Kabupaten
Bangka didasarkan pada Lrpaya untuk meningkatkan pelayanan
perizinan kepacla masyarakat dan mendukung investasi untuk
kelancaran pembangunan di daerah.

B. Landasan Sosiologis

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011
menyebutkan bahrn'a landasan sosiologis merupakan landasan yang
berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam
mas-r,arakat, sehingga ilernpun3,'-ai da},.'a mengikat $*cara eiektif {tiuing
lo4.
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Kehutuhan empiris tersebut, merupakan suatu konsekuensi dari
dinamisasi perkembangan yang te{adi di masyarakat seiring dengan
berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan
yang dewasa ini menjadi hagian dari pola kehidupan masyarakat
antara lain mendapatkan pelayanan pubtk yang prima dan
memberikan dukulrgan investasi untuk pembangunan da"erah.

Landasan sosiologis perubahan Feraturan Daerah Kabupaten
Bangka Nomor 3 Tahun 201O tentang Pedomaa Pemberian Insentif
dan Pemberian Kemudahan Penanarnafl Modal di Kabupaten Bangka
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka, yaitu
penyesuaian aturan yang di siakronisasikan deagan kondisi
perubahan perryelenggaraan pelayanan dan harmanisasi aturan
perundang-undangaa yang berlaku.

C. Landasan Ytrrldls

l,andasan yuridis merupakan pertirnbangan atau atrasan yang
menggamharkan hahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi
permasalahan hukum atam mengisi kekosongan hukum dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan d.iubah, atau
yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa
keadilan. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang
berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu
dibentuk Peraturan Ferundang-undangan yang baru. Beberapa
persoalan hukurn itu antara lain, peraturac yang sudah ketinggalan,
peraturan yang tidak harmonis atau tumpang dndih, jenis peraturan
yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya
iemah, peraturannya sudah a"da. tetapi tidak memadai, atau
peratr.rrannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis atau ncrmatif suatu peraturan atau kaidah,
jika kaidah itu merupakan bagran dari suatu kaidah hukum tertentu
yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menurjuk yang satu
terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri
atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu
pada kaidah hukum umrrm. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang
lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggr"

Landasan yuridis penJrusunan Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2O1O tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
tentang Pemberian Insentif dan Kemudah*n Investasi di Kabupaten
Bangka, yaitu peraturan perundang-undangan yarlg berlaku saat ini,
yaitu penyerasian Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan
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Investasi di Kabupaten Bangka itu sencliri yang perlu di sesuaikan

clengan kondisi iklim investasi saat ini'

BA3 TV

JAt{&NAt a3rn ARAII PEI{GATURJTI{ DAr{

RUAITG LII{GI{IF NilATEtrtI

A. Jangkauail Arah dan Pengaturan

JangkauanarahdanpengaturanRancanganPeraturanDaerah
Kabupaten Bangka tentarig Peruba.tran Peraturan Daerah Kabupaten

Bangka Nomor 3 Tahua 2010 tenta1}g Pedornan Pemberian Insentif

dan Pemberian Kemudaham Penanamall Modal di Kabupaten Bangka

menjadiPeraturanDaerahKabupatenBangkatentangPemberian
Insentif dan Kemudahan Irrvestasi di Kabupaten Bangka merupakan:

1. Penyesuaian terhadap adanya kebutuhan iktrim investasi yang sesuai

dengankodisiterkinisertaharmonisasidenganperaturan
perundang-und"angandibidarrspellarramanmodaldanpelayanatl
perizinan terPadu satu Pintu;

2" Sebagai pedornan untuk Pemerintah Kabupaten Bangka dan pihak

terkait dalam penyelenggaraan penanarnan modal dan pelayanan

perizinan terPadu satu Pintu;
3. Memastikan ruang lingkup serta bentuk jenis pemLrerian

kemudalran berinvestasi; dan
4. Pemberian kemudahan dan bantuan penyedian lahan, bantuan

bimbingan dan/atau studi kelayakan kepada usaha mikro.

B. Ruang LingkuP Materi

1. Ketentuan Umrrm

Ketentuan umum sebagaimana rliamanatkan dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 berisi sebagai :

l. Batasan pengertian atau definisi;

2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan
pengertian atau definisi; dan/atau i

3. Hal-hal lain 5'ang trersifat umum yang berlaku bagi pasal atau
Lreberapa pasatr berikutnya antara lain ketentuan yang
rrencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan
tersendiri dalam pasal atau baLr.

Ketentuan umum yang terdapat dalam Perubahan Peraturan
I)aerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
di Kabupaten Bangka adalah sebagai i:erikut:

L Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
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3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selaljutrya

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai un$ur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah ursur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahax yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal
dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau
Investor untuk meningkatkal Investasi di Daerah.

T.Pemberian Kemudahan adalah Penyediaan fasilitas
nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat
dan/atau investor uutuk mempermudah setiap kegiatan di
Daerah.

8. Masyarakat adalah orarlg atau sekelompok orang yang
merupakan r,rr&.rga negara Republik Indonesia yang
mempunyai danlatau melakukan kegiatan usaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-uadangan,

9. Investor adalah penanam rasdal perseorangan atau Badan
Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat
berupa penanam modal dalarn negeri dan penanam modal
asing.

10. Penanafilan Modal, yang selanjutnya disebut Investasi
adalah segala beatuk kegiatan menanarn rnodal, baik oleh
Masyarakat danlatam lnvestor dalam negeri maupurr
Masyarakat dan/atau Investor asing untuk rtelakukan
usaha di Daerah.

11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berd,asarkan
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesarbeearnya kemakmuran ral*]rat.

12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi
adaiah pungutan Daerah sehagai pembayaran atas jasa
atau pernberian izin terteatu yang khusus disediakan
danlatau diberikan aleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

13. Usaha Mikro adalah usaha produktif rrrilik orang
perorangan danlatau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro.

14.Tim Verilikasi dan Peailaian Pemberian Insentif d"an

Kemudahan Investasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah
Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk
melaksanakan proses veri{ika*i dan penilaian dalam rangka
Pernberian Insentif dan kemudahan Inyestasi.
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2. Materi yang Akan Diatur
a Bentuk dan Keteria
b. Pernherian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman

Modal
c. Pelaporan dan Evaluasi

3. Itraksud dan Trrjuau

Maksud dari Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Nomor 3 Tahun 2O1O tentang Pedomal Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanafilaa Modal di Kabupaten Bangka
menjadi Peraturaa Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka adalah
untuk mengoptimalkan penyelenggaraan di bidang penaflaman
modal dan pelayanan periainan terpadu satu pintu.

Tujuan dari Perubahan Peraturan Daerah Kahupaten Bangka
Nomor 3 Tahun 2fi10 tentang Pedoman Pemberian Iasentif dan
Pemberian Kemuda-kran Penanalnan M<ldal di Kabupaten Bangka
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka adalah
untuk:

a. Penyesuaian terhadap adanya kebutuhan iklim investasi
yang sesuai dengan kodisi terkini serta harmonisasi
dengan peraturaa peruadang-undangan dibidang
penanarmrr madal dan pelayanan penztnan terpadu satu
pintu;

b. Pemberian kemudahan dan bantuan penyed"ian lahan,
bantuan bimbingan danlatau studi kelayakan kepada
usaha mikro;

c. meningkatkan pelayanan di bidang Penamaman Madal;
d. Meningkatkan pendapatan asli daerah

BAB V
KESIMTULAIT DA}T SAR.&IY

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan indikakrr sebagimana yang teiah
dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan, *ebagai berikut:
1. Diperlukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten tsangka

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian
insentif dan Kemud.ahan Investasi di Kabupaten Bangka"

2. Pera.turan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 ?ahun 2O1O

tentang Pemberian Kemudahan Penanaman Moda-l di Kabupaten
Bangka tidak lagi s*suai dengan tuntutan Kegiatan P*nanaman
Modal yang dilakukan baik oleh masyarakat, daaf atam investor

I



3. Dasar Pembentukan Rancangaa Ferubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Nomar 3 Tahun 2O1O tentang Fedoman
Pemberian Insentif dan Femberian Kemudahan Penanaman Modal
di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka teatang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di
Kabupaten Balgka, yaitu :

. Landasan filosofis yaitu untuk raeningkatkan pelayanan lavestor
serta meningkatkan ekosistem investasi guna mendukung
kelancaran pembangunan di Daerah;

. Landasan sosiol*gis yaitu ketentuan Pemerintah Kabupaten
dalam rangkaupaya meningkatkan perekonomia* urasyarakat
daerah melalui peniagkatan elisieasi, efektivitas pelayaaan publik
di bidang Penanaman Modal;

. Landasan hukum yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2AO7

tentang Penanaman Madal s*rta Pasal 176 Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 yang dinyatakaa bahwa tremerintah daerah
dalam rangka meningkatkan ekoncmi daerah dapat rnemberikan
insentif da.n/atau kemudahan kepada masya.rakat dan/atau
penanam modal yang diatur dalam peraturan daerah dengen
berpedoman kepada peraturarl perundang-undangar:.

4. Jangkauan arah Ferubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor
3 Tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah Kabupate* Bangka
tentang Pemberia:r Insentif dan Kemudahan Irrvestasi di
Kabupaten Bangka adalah:

. Kebutuhan pembentukan iklim investasi yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dihidang Penanaman Modal di
Kabupaten Bangka;

. Sebagai pedoman untuk Pemerintah Kabupaten Bangka dalam
acuan/pedoman dalam memberikan insentif dan kemudahan
investasi di Kabupaten Bangka; dan

. Memastikan rrrang lingkup kewenangan dan kewajiban
Pemerintah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan urusan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

B. Sara,n

Peraturan Daerah Kabupaten Balgka Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Kabupaten Bangka perlu direvisi dan
sinkronisasikan la# dengan kondisi saat ini untuk di rubah menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka guna memberi dorongan
kepa"da dunia usaha, meningkatkan daya saing dengan menjamin
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tersedianya barang-barang yaag bersifat strategis dan mendorong
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunail., serta. percepatan
pembangunan dalam bidang-bidang tertentu.

KEPALA I}INAS PENANAMAN MODAL,
PERIZINAI{ TERPADU SATU

PIN?U,
NEN

sjD ,SE
Pem TK.I
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